~ SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
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o PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

- NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG

: }"f.;PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 107
- ~f ‘TAHUN 2020 TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH |

Memmbang o

Méngihg"atl’f .

DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

G fbahwa dalam rangka penerapan penyedlaan data Pa_]akf
‘ 'Daerah secara darlng (onhne) guna memperlancar

e pelaksanaan KSWPD, maka Peraturan Bupatl Karanganyar -

- Nomor 107 Tahun 2020 tentang Korfirmasi Status Wajlb'

” ‘PaJak Daerah Dalam Pembenan Layanan Pubhk Tertentu

perlu d1ubah

S bahwa berdasarkan pernmbangan huruf a maka perlu B

menetapkan Peraturan Bupat1 Utentang, Perubahan ,Atas,_

o _Peraturan Bupat1 Nomor 107 Tahun 2020 tentang
‘ ’Konﬁrma31 Status Waj1b PaJak Daerah Dalam Pembenan
e Layanan Publik Tertentu

e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan - Daerah- daerah Kabupaten "~ dalam
: Llngkungan Prov1n81 Jawa Tengah - o

Undang—Undang ‘Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pa_]ak -

- Daerah dan Retrlbu31 Daerah (Lembaran Negara Repubhk |

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran' :

Negara Repubhk Indones1a Nomor 5049) sebagalmana'

: ’telah d1ubah dengan Undang—Undang Nomor 11
o Tahun’ 2020 tentang C1pta Ker_]a (Lembaran Negara | »
- 'Repubhk Indones1a Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor 657 3,



' Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5038),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 22014 tenténg
Pemerintahan Daerah ' (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan = Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 ,Vtentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indone51a Nomor 6573),

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun:. 2021 tentang
-~ Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 ‘Nomor 16,
Tambahan Lembaran = Negara Republik Indonesia
Nomor 6618); o

Peraturan Presiden 'Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Plntu (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2014 Nomor 22 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pcmeriritah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
" Nomor 126); ‘

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1956);
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Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4

| Tahun 2010 tentang Pa_]ak Hotel (Lembaran Daerah ‘ |

Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 4)

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5
Tahun 2010 tentang PaJak Restoran (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 5), |

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6

Tahun::;QOIO tentang Pajak Hiburan (Lembafan Daerah

‘Kabupaten 'Kara‘nganyar Tahun 2010 Nomor - 6)

sebagmmana telah d1ubah dengan Peraturan ‘Daerah

Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2018 tentang

“,Perubahan Atas  Peraturan  Daerah Kabupaten

Karanganyar ‘NOmor 6 Tahun 20 10 tentang Pa_]ak Hiburan
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018

Nomor 1);

Peraturan Daerah 'Kabupaten Karanganyar Nomor 7

4Tahun 2010 tentang Pa_]ak Reklame (Lembaran Daerah -
: Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 7); '

" Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9‘

Tahun 2010 tentang PaJak Air Tanah (Lembaran Daerah

: ‘,‘Kabupaten Karanganyar Tahun 20 10 Nomor 9), :

'Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10

' Tahun 2010 tcntang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran

Dae‘réh' Kabupaten Karanganyar Tahun 20\10 Nomor 10) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11
Tahun 20 10 tentang Pajak M1neral Bukan Logam dan
Batuan (Lembaran . Daerah Kabupaten | Karanganyar
Tahun 2010 Nomor 11), B '

: Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 |
' ,Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14
, Tahun 2010 tentang PaJak Bea Perolehan Hak Atas Tanah

Dan , Bangunan (Lembaran Daerah ~ Kabupaten

Karanganyar Tahun 2010 Nomor 14),



19. 'Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3

Tahun 2012 tentang PaJak Bumi dan bangunan Perdesaan o

dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
 Tahun 2012 Nomor 3);

- 20. ,Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2019

tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan
Dan Non Perlzlnan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar
,Tahun 2019 Nomor 16),

21, Peraturan Bupati - Karanganyar Nomor 107 Tahun 2020

Menétapkari ,

- tentang Konfirmasi Status Wa_]lb Pajak Daerah Dalam B
Pemberlan ' Layanan ‘Publik Tertentu(Benta Daerah;
| Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 107)

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
- BUPATI NOMOR 107 TAHUN 2020 TENTANG KONFIRMASI

STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN

'PUBLIK TERTENTU.

Pasal I

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupat1 Karanganyar Nomor

. 107 Tahun 2020 tentang Konfirmas1 Status Wajib Pajak Daerah

: Dalam Pemberian Layanan "Publik Tertentu (Berita Daerah |
| Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 107), diubah

sebagai ber1kut

1. Ketentuan dalam Pasal 1 d1ubah seh1ngga berbuny1 ;
sebagal ber1kut »
: Pasal 1 , o
Dalam Peraturan Bupati ini yang d1maksud dengan o
1 Bupat1 adalah Bupat1 Karanganyar. Bs
2.  Daerah adalah Kabupaten Karanganyar



10.

Perangkat Daerah édalah Unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dé.lam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Karanganyar. ' ’

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP
adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan,
meliputi pembayar pajak, pemotong (pajak, dan

‘pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan pérpajakan Daerah.
Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang
selanjutnya disingkat KSWPD adalah kegiatan yang
dilakukan oleh daerah sebelum memberikan layanan

publik tertentu untuk memperoleh keterangan status

Wajib Pajak Daerah.

Host to host adalah komunikasi data antar sefver
yang terhubung satu sama lain melalui teknologi
perantara yang disepakati oleh para pihak. |

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak
adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan ‘sécara langsurig dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyét. |
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan
kepada wajib pajak sebagai saré,na dalam
administrasi perpajakan yang digunakan sebagai
tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
melaksénakan hak dan kewajiban perpajakannya.



K_eteri_iuan dalam Pasal 4 huruf a diubah sehingga‘Pa;sal4 :
berbuny1 sebagai berikut: , | .‘
SR '7 Pasal 4 ‘

, ‘Rflan‘g Hngkup Peraturan Bupati ini meliputi'

: a - KSWPD untuk layanan publlk tertentu yang rnen_]adl
i kewenangan Bupatl dan

~.b... tata cara pelaksanaan KSWPD.

_ -Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5
v berbuny1 sebagai berikut: = - '
» | Pasal 5
(1) "'-‘Pé’rangkat Daerah melakukan konfirmasi status
-~ Wajib TPéjak sebclum membe.rikan'layanan publik
| tertentu. | : o \ |
' '(2)," ‘bJénis 1ayanan publik tertentu yang sebagaimana-
bdirrnaksud pada ayat (1) yang dilakukan KSWPD
- -, . meliputi: | ; : |
‘.,”'a.’ perlzman yang terkalt pend1r1an bangunan>f
| gedung, ;
b, perlzlnan usaha yang terkait dengan kewajlban
T - Pajak Daerah yang d1tetapkan di Daerah.
. ‘(3)‘ ;:Pelayanan pubhk tertentu sebagalmana dimaksud .
S ;pada ayat (1) diberikan setelah Wa_]lb PaJak
_mendapatkan keterangan status Wajib PaJak dengan
, status Vahd lunas. ’ |
(4j< Keterangan status Wa_]lb Pajak dlperoleh mela1u1~
e sistem aphkas1 elektronik ' pada DPMP’I‘SP yang
' terin‘tegrasi secara host to host dengan aplikasi'
*_f"'_ . sistem elektronik pada BKD. '
(5) f Apablla Wajib Pajak dlnyatakan tldak valid dari
R sistem - elektromk ‘maka Wajib Pajak harus
-Irriembayar pajak yang terutang terlebih dahulu -

" sebelum mendapatkari layanan publik tertentu.



. ol

. ‘K:éitéﬁ‘tuan dalam Pasal 6 ayat 2), ’ayat (3), dan ayat (4)

i dlhapus sehlngga Pasal 6 berbunyi sebagal berlkut

‘ ‘(1:) o
publik tertentu adalah DPMPTSP.

- ©

Pasal 6

*Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan

Dihapus.
- Dihapus ‘
,frDlhapus ,
‘ ,J:“DPMPTSP melakukan konﬁrmas1 status Wajib PaJak ,
Daerah sebelum memberikan pelayanan publik
“tertentu scbagaiména dimaksud dalam Pasal 5
| -'_~.j»‘ayat(1) |
( Setlap orang atau badan yang melakukan usaha
~ yang terkait dengan kewajiban pajak yang menjadi 3
; kewenangan Pajak Daerah Wa_]lb memiliki NPWPD
: _‘qyang dikeluarkan oleh BKD. =

o Kétentuan dalam Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Paéal 7

: berbunyi, sebagai berikut:

(2

Pasal"?i

(1) BKD -melakukan evaluasi terhadap pemehuhan‘
: kewajiban Pajak Daerah kepada Wajib Pajak secara
- berkala dalam memberikan keterangah status Waji_b'-

" Pajak.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat. (1)

:tevrdiriydari data pembayaran Pajak Daerah meliputif

Ca. pembayaran PBB-P2 sejak tahun pajak 2013

sampai  dengan tahun terakhir (termasuk

- piutang pajak dan denday;

b. pembayaran Pajak Reklame, Air Tanah Hotel

~ - Restoran, Hlburan Parkir, Penerangan Jalan

Mineral Bukan Logam dan ‘Batuan (termasuk

piutang pajak dan denda); dan ‘

- c. pembayaran BPHTB dalam hal terjadi perolehan

= “hak atas tanah dan/ atau bangunan (termasuk

= piutang pajak dan denda.




Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldlundangkan S

Agar setiap orang mengetahuinya, : o frierfle'fiﬁtahkari', Ph

pengundangan Peraturan Bupati ini ‘dengah 'vpéhémpa:itanhyal

dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar. . = - ERLE R E e

Ditetapkan di Kara‘ng’anya‘rf' e
pada tanggal 31 Meiy2021 ey
BUPATI KARANGANYAR,

ttd
JULIYATMONO

| Diundéngkan di Karanganyar
~_pada tanggal 31 MEI 2021
- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

» SUTARNO S L
~ BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR40

: L1 PR : ' | i
" E'f}; | Salinan sesuai dengan aslinya
o |  SEKRETARIAT DAERAH




